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Tata Cara Pendaftaran E-Court dan Gugatan Sederhana

APLIKASI YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMROSESAN
ADMINISTRATIF, PELAYANAN PERKARA, DAN
PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK SERTA LAYANAN
APLIKASI PERKARA LAINNYA YANG DITETAPKAN
MAHKAMAH AGUNG YANG TERINTEGRASI DAN TIDAK
TERPISAHKAN DENGAN SIP (SISTEM INFORMASI
PENGADILAN).

APLIKASI YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMROSESAN
ADMINISTRATIF, PELAYANAN PERKARA, DAN
PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK SERTA LAYANAN
APLIKASI PERKARA LAINNYA YANG DITETAPKAN
MAHKAMAH AGUNG YANG TERINTEGRASI DAN TIDAK
TERPISAHKAN DENGAN SIP (SISTEM INFORMASI
PENGADILAN).

APA ITU E-COURT?APA ITU E-COURT?

LAYANAN YANG DIBERIKAT
E-COURT ADALAH :
LAYANAN YANG DIBERIKAT
E-COURT ADALAH :

1. E-FILLING (PENDAFTARAN) ADALAH PENDAFTARAN
PERKARA SECARA ONLINE, PENGGUNA DAPAT
MENDAFTARKAN PERKARANYA SECARA ELEKTRONIK TANPA
HARUS DATANG KE KANTOR PENGADILAN YANG SUDAH
AKTIF MELAKSANAKAN LAYANAN E-COURT. SEMUA BERKAS
PENDAFTARAN DIKIRM SECARA ELEKTRONIK MELALUI
APLIKASI E-COURT.

2. E-PAYMENT (PEMBAYARAN) ADALAH PEMBAYARAN SECARA
ONLINE (E-PAYMENT), SETELAH MENDAPATKAN TAKSIRAN
PANJAR BIAYA SECARA ELEKTRONIK (E-SKUM), PENGGUNA
TERDAFTAR BISA MEMBAYAR BIAYA PERKARA MELALUI
NOMOR PEMBAYARAN (VIRTUAL ACCOUNT) YANG DAPAT
DIBAYARKAN MELALUI SALURANELEKTRONIK MULTI
CHANEL YANG TERSEDIA. (E-PAYMENT).

3. E-SUMMONS (PANGGILAN) PANGGILAN ELEKTRONIK
ADALAH DOKUMEN PANGGILAN YANG DIHASILKAN SECARA
OTOMATIS OLEH APLIKASI E-COURT DAN DIKIRIMKAN
SECARA ELEKTRONIK OLEH PENGADILAN KEPADA PARA
PIHAK. PEMANGGILAN PARA PIHAK BISA DILAKUKAN
MELALUI ALAMAT ELEKTRONIK (E-MAIL) DAN LAYANAN
PESAN (MESSAGING SERVICES) YANG SUDAH TERDAFTAR
DAN TERVERIFIKASI.

4. E-LITIGASI (PERSIDANGAN) ADALAH PERSIDANGAN SECARA
ELEKTRONIK DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG INI
BERLAKU UNTUK PROSES PERSIDANGAN DENGAN ACARA
PENYAMPAIAN GUGATAN/ PERMOHONAN/ KEBERATAN/
BANTAHAN/ PERLAWANAN/ INTERVENSIBESERTA
PERUBAHANNYA, JAWABAN, REPLIK, DUPLIK,
PEMBUKTIAN, SIMPULAN, PENGUCAPAN PUTUSAN/
PENETAPAN DAN UPAYA HUKUM BANDING.

5. UPAYA HUKUM SECARA ELEKTRONIK ADALAH PENGAJUAN
UPAYA HUKUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN
MEMPERGUNAKAN APLIKASI E-COURT.

1. E-FILLING (PENDAFTARAN) ADALAH PENDAFTARAN
PERKARA SECARA ONLINE, PENGGUNA DAPAT
MENDAFTARKAN PERKARANYA SECARA ELEKTRONIK TANPA
HARUS DATANG KE KANTOR PENGADILAN YANG SUDAH
AKTIF MELAKSANAKAN LAYANAN E-COURT. SEMUA BERKAS
PENDAFTARAN DIKIRM SECARA ELEKTRONIK MELALUI
APLIKASI E-COURT.

2. E-PAYMENT (PEMBAYARAN) ADALAH PEMBAYARAN SECARA
ONLINE (E-PAYMENT), SETELAH MENDAPATKAN TAKSIRAN
PANJAR BIAYA SECARA ELEKTRONIK (E-SKUM), PENGGUNA
TERDAFTAR BISA MEMBAYAR BIAYA PERKARA MELALUI
NOMOR PEMBAYARAN (VIRTUAL ACCOUNT) YANG DAPAT
DIBAYARKAN MELALUI SALURANELEKTRONIK MULTI
CHANEL YANG TERSEDIA. (E-PAYMENT).

3. E-SUMMONS (PANGGILAN) PANGGILAN ELEKTRONIK
ADALAH DOKUMEN PANGGILAN YANG DIHASILKAN SECARA
OTOMATIS OLEH APLIKASI E-COURT DAN DIKIRIMKAN
SECARA ELEKTRONIK OLEH PENGADILAN KEPADA PARA
PIHAK. PEMANGGILAN PARA PIHAK BISA DILAKUKAN
MELALUI ALAMAT ELEKTRONIK (E-MAIL) DAN LAYANAN
PESAN (MESSAGING SERVICES) YANG SUDAH TERDAFTAR
DAN TERVERIFIKASI.

4. E-LITIGASI (PERSIDANGAN) ADALAH PERSIDANGAN SECARA
ELEKTRONIK DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG INI
BERLAKU UNTUK PROSES PERSIDANGAN DENGAN ACARA
PENYAMPAIAN GUGATAN/ PERMOHONAN/ KEBERATAN/
BANTAHAN/ PERLAWANAN/ INTERVENSIBESERTA
PERUBAHANNYA, JAWABAN, REPLIK, DUPLIK,
PEMBUKTIAN, SIMPULAN, PENGUCAPAN PUTUSAN/
PENETAPAN DAN UPAYA HUKUM BANDING.

5. UPAYA HUKUM SECARA ELEKTRONIK ADALAH PENGAJUAN
UPAYA HUKUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN
MEMPERGUNAKAN APLIKASI E-COURT.

TUJUAN E-COURTTUJUAN E-COURT
MEWUJUDKAN PERADILAN MODERN BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI.
MENINGKATKAN EFISIENSI, TRANSPARANSI, DAN
AKUNTABILITAS PERADILAN.
MENDUKUNG ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN
BIAYA RINGAN.

MEWUJUDKAN PERADILAN MODERN BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI.
MENINGKATKAN EFISIENSI, TRANSPARANSI, DAN
AKUNTABILITAS PERADILAN.
MENDUKUNG ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN
BIAYA RINGAN.

PENGGUNA E-COURT:PENGGUNA E-COURT:
ADVOKAT TERDAFTAR.
PIHAK PERORANGAN (NON-
ADVOKAT) YANG MENDAFTAR
AKUN E-COURT MANDIRI.
INSTANSI PEMERINTAH ATAU
BADAN HUKUM YANG
MEMILIKI AKUN RESMI.

ADVOKAT TERDAFTAR.
PIHAK PERORANGAN (NON-
ADVOKAT) YANG MENDAFTAR
AKUN E-COURT MANDIRI.
INSTANSI PEMERINTAH ATAU
BADAN HUKUM YANG
MEMILIKI AKUN RESMI.

DASAR HUKUMDASAR HUKUM
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN
SECARA ELEKTRONIK.
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1
TAHUN 2020 TETANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI
PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK.
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR
363/KMA/SK/XII/2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS ADMINISTRASI
PERKARA DAN PERSIDANGAN PERKARA PERDATA, PERDATA AGAMA,
DAN TATA USAHA NEGARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTORNIK.
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG MEDIASI DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK.
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG ADMINISTRASI PENGAJUAN UPAYA HUKUM DAN PERSIDANGAN
KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI DI MAHKAMAH AGUNG SECARA
ELEKTRONIK.
PER MA NO.7 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MA
NO.1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN
DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK
KEPUTUSAN KMA NO.363/ KMA/ SK/ XII/ 2022 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PERDATA, PERDATA
AGAMA & TATA USAHA NEGARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK
SURAT EDARAN NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PANGGILAN
DAN PEMBERITAHUAN MELALUI SURAT TERCATAT

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN
SECARA ELEKTRONIK.
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1
TAHUN 2020 TETANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI
PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK.
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR
363/KMA/SK/XII/2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS ADMINISTRASI
PERKARA DAN PERSIDANGAN PERKARA PERDATA, PERDATA AGAMA,
DAN TATA USAHA NEGARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTORNIK.
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG MEDIASI DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK.
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG ADMINISTRASI PENGAJUAN UPAYA HUKUM DAN PERSIDANGAN
KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI DI MAHKAMAH AGUNG SECARA
ELEKTRONIK.
PER MA NO.7 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MA
NO.1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN
DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK
KEPUTUSAN KMA NO.363/ KMA/ SK/ XII/ 2022 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PERDATA, PERDATA
AGAMA & TATA USAHA NEGARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK
SURAT EDARAN NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PANGGILAN
DAN PEMBERITAHUAN MELALUI SURAT TERCATAT
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APA ITU GUGATAN
SEDERHANA ?????
APA ITU GUGATAN
SEDERHANA ?????

GUGATAN SEDERHANA MERUPAKAN GUGATAN
PERDATA DENGAN NILAI GUGATAN MATERIIL PALING
BANYAK RP. 500.000.000,- (LIMA RATUS JUTA
RUPIAH) YANG DISELESAIKAN DENGAN TATA CARA
DAN PEMBUKTIAN YANG SEDERHANA (PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 4 TAHUN 2019).

GUGATAN SEDERHANA MERUPAKAN GUGATAN
PERDATA DENGAN NILAI GUGATAN MATERIIL PALING
BANYAK RP. 500.000.000,- (LIMA RATUS JUTA
RUPIAH) YANG DISELESAIKAN DENGAN TATA CARA
DAN PEMBUKTIAN YANG SEDERHANA (PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 4 TAHUN 2019).

KRITERIA GUGATAN SEDERHANAKRITERIA GUGATAN SEDERHANA
PENGGUGAT DAN TERGUGAT MERUPAKAN ORANG PERSEORANGAN ATAU
BADAN HUKUM. PENGGUGAT MAUPUN TERGUGAT TIDAK BOLEH LEBIH
DARI SATU KECUALI APABILA MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM YANG
SAMA;
PENGGUGAT DAN TERGUGAT BERADA DALAM DAERAH HUKUM YANG
SAMA, APABILA TEMPAT TINGGAL PENGGUGAT DAN TERGUGAT
BERBEDA, MAKA PENGGUGAT DAPAT MENGAJUKAN GUGATAN DI
PENGADILAN NEGERI YANG MEWILAYAHI TEMPAT TINGGAL TERGUGAT
DENGAN MEMBERIKAN KUASA KEPADA ADVOKAT YANG BERKANTOR DI
WILAYAH HUKUM YANG SAMA DENGAN TEMPAT TINGGAL TERGUGAT;
JENIS PERKARA BERUPA INGKAR JANJI ATAUPUN PERBUATAN
MELAWAN HUKUM, KECUALI UNTUK PERKARA YANG TELAH
DIKECUALIKAN, SEPERTI SENGKETA ATAS TANAH DAN/ATAU PERKARA
YANG MASUK YURISDIKSI PENGADILAN KHUSUS;
NILAI GUGATAN MATERIIL PALING BANYAK RP. 500.000.000,- (LIMA
RATUS JUTA RUPIAH).

PENGGUGAT DAN TERGUGAT MERUPAKAN ORANG PERSEORANGAN ATAU
BADAN HUKUM. PENGGUGAT MAUPUN TERGUGAT TIDAK BOLEH LEBIH
DARI SATU KECUALI APABILA MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM YANG
SAMA;
PENGGUGAT DAN TERGUGAT BERADA DALAM DAERAH HUKUM YANG
SAMA, APABILA TEMPAT TINGGAL PENGGUGAT DAN TERGUGAT
BERBEDA, MAKA PENGGUGAT DAPAT MENGAJUKAN GUGATAN DI
PENGADILAN NEGERI YANG MEWILAYAHI TEMPAT TINGGAL TERGUGAT
DENGAN MEMBERIKAN KUASA KEPADA ADVOKAT YANG BERKANTOR DI
WILAYAH HUKUM YANG SAMA DENGAN TEMPAT TINGGAL TERGUGAT;
JENIS PERKARA BERUPA INGKAR JANJI ATAUPUN PERBUATAN
MELAWAN HUKUM, KECUALI UNTUK PERKARA YANG TELAH
DIKECUALIKAN, SEPERTI SENGKETA ATAS TANAH DAN/ATAU PERKARA
YANG MASUK YURISDIKSI PENGADILAN KHUSUS;
NILAI GUGATAN MATERIIL PALING BANYAK RP. 500.000.000,- (LIMA
RATUS JUTA RUPIAH).

PERKARA YANG
DIKECUALIKAN DARI

GUGATAN SEDERHANA
DI ANTARANYA:

PERKARA YANG
DIKECUALIKAN DARI

GUGATAN SEDERHANA
DI ANTARANYA:

PERKARA YANG PENYELESAIAN
SENGKETANYA DILAKUKAN MELALUI
PENGADILAN KHUSUS SEBAGAIMANA
DIATUR DI DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN, SEPERTI
PERSAINGAN USAHA SENGKETA
KONSUMEN DAN PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL;
PERKARA YANG BERKAITAN DENGAN
SENGKETA HAK ATAS TANAH.

PERKARA YANG PENYELESAIAN
SENGKETANYA DILAKUKAN MELALUI
PENGADILAN KHUSUS SEBAGAIMANA
DIATUR DI DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN, SEPERTI
PERSAINGAN USAHA SENGKETA
KONSUMEN DAN PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL;
PERKARA YANG BERKAITAN DENGAN
SENGKETA HAK ATAS TANAH.

BIAYA PERKARA:BIAYA PERKARA:

BESARAN PANJAR BIAYA PERKARA DITETAPKAN
OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI SETEMPAT.
PANJAR BIAYA TERSEBUT DIBAYAR OLEH
PENGGUGAT, SEDANGKAN BIAYA PERKARA
DIBEBANKAN KEPADA PIHAK YANG KALAH SESUAI
DENGAN AMAR PUTUSAN.

BESARAN PANJAR BIAYA PERKARA DITETAPKAN
OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI SETEMPAT.
PANJAR BIAYA TERSEBUT DIBAYAR OLEH
PENGGUGAT, SEDANGKAN BIAYA PERKARA
DIBEBANKAN KEPADA PIHAK YANG KALAH SESUAI
DENGAN AMAR PUTUSAN.

MEKANISME
PENDAFTARAN GUGATAN

SEDERHANA

MEKANISME
PENDAFTARAN GUGATAN

SEDERHANA
PENGGUGAT MENDAFTARKAN GUGATANNYA DI
KEPANITERAAN PENGADILAN. GUGATAN DAPAT
DITULIS OLEH PENGGUGAT ATAU DENGAN MENGISI
BLANKO GUGATAN YANG TELAH DISEDIAKAN DI
KEPANITERAAN. BLANKO GUGATAN BERISI
KETERANGAN MENGENAI:

PENGGUGAT MENDAFTARKAN GUGATANNYA DI
KEPANITERAAN PENGADILAN. GUGATAN DAPAT
DITULIS OLEH PENGGUGAT ATAU DENGAN MENGISI
BLANKO GUGATAN YANG TELAH DISEDIAKAN DI
KEPANITERAAN. BLANKO GUGATAN BERISI
KETERANGAN MENGENAI:

Identitas penggugat dan tergugat;
Penjelasan ringkas duduk perkara; dan
Tuntutan penggugat;
Pada saat mendaftarkan gugatan,
penggugat wajib melampirkan bukti surat
yang sudah dilegalisasi.

TAHAPAN PENYELESAIAN
GUGATAN SEDERHANA
TAHAPAN PENYELESAIAN
GUGATAN SEDERHANA

         LAMA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

GUGATAN SEDERHANA DISELESAIKAN PALING LAMA 25 (DUA
PULUH LIMA) HARI SEJAK HARI SIDANG PERTAMA.

         LAMA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

GUGATAN SEDERHANA DISELESAIKAN PALING LAMA 25 (DUA
PULUH LIMA) HARI SEJAK HARI SIDANG PERTAMA.

TAHAPAN PENYELESAIAN GUGATAN
SEDERHANA MELIPUTI:
PENDAFTARAN;
PEMERIKSAAN KELENGKAPAN GUGATAN
SEDERHANA;
PENETAPAN HAKIM DAN PENUNJUKAN
PANITERA PENGGANTI;
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN;
PENETAPAN HARI SIDANG DAN
PEMANGGILAN PARA PIHAK;
PEMERIKSAAN SIDANG DAN
PERDAMAIAN;
PEMBUKTIAN; DAN
PUTUSAN.

TAHAPAN PENYELESAIAN GUGATAN
SEDERHANA MELIPUTI:
PENDAFTARAN;
PEMERIKSAAN KELENGKAPAN GUGATAN
SEDERHANA;
PENETAPAN HAKIM DAN PENUNJUKAN
PANITERA PENGGANTI;
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN;
PENETAPAN HARI SIDANG DAN
PEMANGGILAN PARA PIHAK;
PEMERIKSAAN SIDANG DAN
PERDAMAIAN;
PEMBUKTIAN; DAN
PUTUSAN.

PERDAMAIAN DALAM GUGATAN SEDERHANAPERDAMAIAN DALAM GUGATAN SEDERHANA

DALAM GUGATAN SEDERHANA, HAKIM AKAN
MENGUPAYAKAN PERDAMAIAN DENGAN MEMPERHATIKAN

BATAS WAKTU PEMERIKSAAN PERKARA YANG TELAH
DITETAPKAN (25 HARI).

 UPAYA PERDAMAIAN YANG DIMAKSUD MENGACU PADA
KETENTUAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN MAHKAMAH

AGUNG MENGENAI PROSEDUR MEDIASI.
 JIKA TERCAPAI PERDAMAIAN, HAKIM AKAN MEMBUAT

PUTUSAN AKTA PERDAMAIAN YANG MENGIKAT PARA PIHAK.
TERHADAP PUTUSAN AKTA TERSEBUT TIDAK DAPAT

DIAJUKAN UPAYA HUKUM.

DALAM GUGATAN SEDERHANA, HAKIM AKAN
MENGUPAYAKAN PERDAMAIAN DENGAN MEMPERHATIKAN

BATAS WAKTU PEMERIKSAAN PERKARA YANG TELAH
DITETAPKAN (25 HARI).

 UPAYA PERDAMAIAN YANG DIMAKSUD MENGACU PADA
KETENTUAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN MAHKAMAH

AGUNG MENGENAI PROSEDUR MEDIASI.
 JIKA TERCAPAI PERDAMAIAN, HAKIM AKAN MEMBUAT

PUTUSAN AKTA PERDAMAIAN YANG MENGIKAT PARA PIHAK.
TERHADAP PUTUSAN AKTA TERSEBUT TIDAK DAPAT

DIAJUKAN UPAYA HUKUM.

      ‌GUGATAN SEDERHANA‌      ‌

PENGADILAN NEGERI MEULABOH‌      ‌



PENGADILAN NEGERI MEULABOH

PENGADILAN NEGERI
MEULABOH


